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WALIKOTABONTANG

PROVINSIKALIMANTANTIMUR

RANCANGAN

PERATURANWALIKOTABONTANG

NOMOR…TAHUN…

TENTANG

PEDOMANPEMBERIANBANTUANSTIMULANPERUMAHANSWADAYADAERAH

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTAKOTABONTANG,

Menimbang: a. bahwauntukmemenuhikebutuhanrumahlayakhunibagi

masyarakat berpenghasilan rendah,pemerintah daerah

wajibmemberikankemudahanpembangunandanperolehan

rumah melalui program perencanaan pembangunan

perumahan secara bertahap dan berkelanjutan berupa

bantuanstimulanrumahswadayadaerah;

b. bahwauntukmelaksanakanketentuanPasal62ayat(5)

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor1 Tahun 2018

tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

Permukiman, dimana tata cara bantuan peningkatan

kualitasrumahsertaprasarana,saranadanutilitasumum

sebagaibagian daribantuan stimulan rumah swadaya

daerahditetapkandalam PeraturanWaliKota;

c. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud

dalam hurufadanhurufb,perlumenetapkanPeraturanWali

Kota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan

PerumahanSwadayaDaerah;

Mengingat: 1. Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik

IndonesiaTahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
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Pembentukan Kabupaten Nunukan,Kabupaten Malinau,

KabupatenKutaiBarat,KabupatenKutaiTimurdanKota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999Nomor175,TambahanLembaranNegaraRepublik

Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor7 Tahun 2000 tentang

PerubahanatasUndang-UndangNomor47Tahun1999

tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,Kabupaten

Malinau,KabupatenKutaiBarat,KabupatenKutaiTimur

danKotaBontang(LembaranNegaraRepublikIndonesia

Tahun 2000 Nomor74,Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesiaNomor3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran

Negara RepublikIndonesia Nomor5587)sebagaimana

telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-

UndangNomor9Tahun2015tentangPerubahanKedua

Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun2015Nomor58,TambahanLembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor5679);

4. Peraturan Daerah KotaBontang Nomor1 Tahun 2018

tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

Permukiman (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun

2018Nomor1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN

BANTUANSTIMULANPERUMAHANSWADAYADAERAH.

BABI

KETENTUANUMUM
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Pasal1

Dalam PeraturanWaliKotainiyangdimaksuddengan:

1. DaerahadalahKotaBontang.

2. WaliKotaadalahWaliKotaBontang.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara

PemerintahDaerahyangmemimpinpelaksanaanurusanpemerintahanyang

menjadikewenanganDaerah.

4. BantuanStimulanPerumahanSwadayaDaerahyangselanjutnyadisingkat

BSPSadalahbantuanPemerintahDaerahbagimasyarakatberpenghasilan

rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam

peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta

prasarana,sarana,danutilitasumum.

5. MasyarakatBerpenghasilanRendahyangselanjutnyadisingkatMBRadalah

masyarakat yang mempunyaiketerbatasan daya belisehingga perlu

mendapatdukunganpemerintahuntukmemperolehrumah.

6. PenerimaBSPSadalahperseoranganyangtermasukMBRdanmemenuhi

persyaratanuntukditetapkanolehWaliKota.

7. Dinasadalahunsurpelaksanaurusanpemerintahbidangperumahandan

kawasanpermukimanDaerah.

8. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah

kelompokmasyarakatyangparaanggotanyamerupakanPenerimaBSPS.

9. TenagaFasilitatorLapanganDaerahyangselanjutnyadisingkatTFLDadalah

tenaga profesionalpemberdayaan lokalyang menjadipenggerak dan

pendampingpenerimabantuandalam melaksanakankegiatanBSPS.

10.KoordinatorTFLDadalahkoordinatoryangbertugasmengoordinasikandan

melakukanpembinaankepadaTFLD,mengendalikanpelaksanaanbantuan

danmengelolasistem informasimanajemenBSPS.

11.Rumahadalahbangunangedungyangberfungsisebagaitempattinggal

yanglayakhuni,saranapembinaankeluarga,cerminanharkatdanmartabat

penghuninya,sertaasetbagipemiliknya.

12.RumahSwadayaadalahrumahyangdibangunatasprakarsadanupaya

masyarakat.

13.PerumahanSwadayaadalahkumpulanRumahSwadayasebagaibagiandari

permukiman baikperkotaan maupun pedesaan yang dilengkapidengan

prasarana,sarana,danutilitasumum.

14.Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkatPBRS

adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang
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diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara

perseoranganatauberkelompok.

15.PeningkatanKualitasRumahSwadayaselanjutnyadisingkatPKRSadalah

kegiatan memperbaikirumah tidaklayakhunimenjadilayakhuniyang

diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara

perseoranganatauberkelompok.

16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkatAPBD

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan

peraturanDaerah.

17.Prasarana,saranadanutilitasumum yangselanjutnyadisingkatPSUadalah

kelengkapan dasar fisik,fasilitas dan kelengkapan penunjang yang

dibutuhkan agarperumahan dapatberfungsisecara sehat,aman,dan

nyaman.

18.PejabatPembuatKomitmenyangselanjutnyadisingkatPPKadalahpejabat

yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran untuk mengambilkeputusan dan/atau tindakan yang dapat

mengakibatkanpengeluaranatasbebanAPBDdiDinas.

Pasal2

BSPSdilaksanakandenganmemperhatikanprinsipsebagaiberikut:

a. tepatsasaran,prosedur,waktu,jumlah,kualitasdanadministrasi;

b. berbasispemberdayaanmasyarakat;

c. masyarakatsebagaipelakuutamaprogram;

d. berorientasiuntukkesejahteraanmasyarakat;

e. gotongroyongdanberkelanjutan;dan

f. dilaksanakantanpapungutanbiaya.

Pasal3

PeraturanWaliKotainibertujuanuntuk:

a. mendorongdanmeningkatkankeswadayaanmasyarakat;

b. mengurangikesenjangankebutuhanhuniandankepemilikanrumah;

c. menciptakankawasanperumahanbebaskumuh;dan

d. memfasilitasiMBRdalam penyediaanperumahanyanglayakhuni.

Pasal4

Ruanglingkupdalam PeraturanWaliKotainimeliputi:

a. bentukBSPS;
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b. jeniskegiatan;

c. kriteriaPenerimaBSPS;

d. penyelenggaraanBSPS;

e. sanksi;

f. pembiayaan;dan

g. pengawasandanpengendalian.

BABII

BENTUKBSPS

Pasal5

BentukBSPSberupa:

a. uang;

b. material;dan/atau

c. barang.

Pasal6

(1)BSPSberupauangsebagaimanadimaksuddalam Pasal5hurufadigunakan

untukupahkerjadalam rangkapelaksanaanBSPS.

(2)Upahkerjasebagaimanadimaksudpadaayat(1)digunakanpalingbanyak

15%(limabelaspersen)daribesaranBSPSyangditerima.

Pasal7

(1)BSPS berupa materialsebagaimana dimaksud dalam Pasal5 hurufb

merupakanbahanbangunanuntukpelaksanaanBSPS.

(2)Bahanbangunansebagaimanadimaksudpadaayat(1)diberikanatasdasar

kebutuhanjenisdankuantitasbahanbangunanyangtelahdifasilitasioleh

TFLD,diverifikasiolehKoordinatorTFLDdandiketahuiolehkelurahan.

Pasal8

(1)BSPS berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 hurufc

berupaPSU yangmerupakaninsentifbagiKPB yangtelahmelaksanakan

kegiatanPBRS.

(2)InsentifbagiKPBsebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditetapkandengan

KeputusanWaliKota.

BABIII
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JENISKEGIATAN

Pasal9

JeniskegiatanBSPSterdiriataskegiatan:

a. PKRS;dan/atau

b. PBRS.

Pasal10

(1)KegiatanPKRSsebagaimanadimaksuddalam Pasal9hurufadilakukanoleh

PenerimaBSPSyangmemilikidanmenempatisatu-satunyaRumahdengan

kondisitidaklayakhuni.

(2)KegiatanPKRS sebagaimanadimaksudpadaayat(1)untukmemperbaiki

Rumahtidaklayakhunimenjadilayakhunidenganmemenuhipersyaratan:

a.keselamatanbangunan;

b.kesehatanpenghuni;dan

c.kecukupanminimum luasbangunan.

(3)Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)hurufa

meliputipemenuhanstandarkeandalankomponenstrukturbangunanserta

peningkatankualitasbahanpenutupatap,lantai,dandindingbangunan.

(4)Kesehatanpenghunisebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufbmeliputi

pemenuhanstandarkecukupansaranapencahayaandanpenghawaanserta

ketersediaansaranautilitasbangunanmeliputisaranamandi,cucidankakus.

(5)Kecukupanminimum luasbangunansebagaimanadimaksudpadaayat(1)

hurufcmeliputipemenuhanstandarruang gerakminimum setiap orang

untukkenyamananbangunan.

Pasal11

(1)KegiatanPBRSsebagaimanadimaksuddalam Pasal9hurufbdilakukanoleh

PenerimaBSPSdenganpersyaratan:

a.pembangunanRumahbarupenggantiRumahrusaktotal;atau

b.pembangunanRumahbarudiataskavlingtanahmatang.

(2)Rumahrusaktotalsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufamerupakan

Rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan baik komponen
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strukturaldankomponenbukanstrukturaldengankondisirusaktotal.

(3)Komponenstrukturalsebagaimanadimaksudpadaayat(2)meliputisloof,

kolom,balokdanrangkaatap.

(4)Komponenbukanstrukturalsebagaimanadimaksudpadaayat(2)meliputi

dindingpengisi,kusen,penutupatapdanlantai.

Pasal12

JeniskegiatanBSPS sebagaimanadimaksuddalam Pasal9dapatdilakukan

untuk:

a. Rumahyangterdampakbencana;

b. Rumahyangterdampakprogram PemerintahDaerah;dan/atau

c. Rumahtradisional(localgenious)denganukuranlantaipalingluas45m2

(empatpuluhlimameterpersegi).

Pasal13

(1)Pembangunan PSU yang merupakan insentif bagi KPB yang telah

melaksanakankegiatanPBRSsebagaimanadimaksuddalam Pasal8ayat(1)

diberikandenganmemenuhipersyaratan:

a.mengelompokdalam 1(satu)hamparan;

b.palingsedikit15(limabelas)unitRumahPenerimaBSPSkegiatanPBRS;

dan

c.mendapatrekomendasidariDinas.

(2)Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat(1)berupa jalan

dan/ataudrainaselingkungan.

BABIV

KRITERIAPENERIMABSPS

Pasal14

(1)KriteriaPenerimaBSPSmeliputi:

a. warganegaraIndonesiayangsudahberkeluarga;

b. berdomisilidiDaerahyangdibuktikandengankartutandapenduduk,kartu

keluarga,dansuratketerangandomisilidarikelurahanterkait;

c. memilikiataumenguasaitanahyangtidakdalam sengketadansesuai

peruntukkantataruangwilayahdenganalashakyangsah;
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d. memenuhipersyaratanPKRSatauPBRSsebagaimanadimaksuddalam

Pasal10danPasal11;

e. MBRdenganberpenghasilanpalingtinggisebesarupahminimum Daerah

yangdibuktikandengansuratketerangantidakmampudarikelurahan

setempat;

f. masukdalam daftardataterpadukesejahteraansosialpadaperangkat

daerahyangmembidangisosial;

g. bersediaberswadayadanmembentukKPBdenganpernyataantanggung

renteng;dan

h. belum pernah memperoleh bantuan serupa daripemerintah pusat,

pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah untuk program

perumahandalam jangkawaktu5(lima)tahunterakhir.

(2)Swadayasebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufgdapatberupa:

a. tanah;

b. tenagakerja;

c. material;dan/atau

d. uang.

(3)KPB sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf g harus memenuhi

persyaratan:

a. terdiriatas unsurketua merangkap anggota,sekretaris merangkap

anggota,bendaharamerangkapanggotadananggota;

b. anggotaKPBpalingbanyak20(duapuluh)orang;

c. anggotaKPBbertempattinggaldikelurahanyangsama;dan

d. ditetapkanolehlurah.

(4)KPBmempunyaitugas:

a. melaksanakanpemanfaatanBSPS;dan

b. membuatdan melaporkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

BSPSkepadaDinasdengandibantuolehTFLD.
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BABV

PENYELENGGARAANBSPS

BagianKesatu

Umum

Pasal15

PenyelenggaraanBSPSmeliputitahapan:

a.perencanaan;

b.pelaksanaan;

c.pengawasan;dan

d.pelaporan.

Pasal16

(1)PenyelenggaraanBSPSsebagaimanadimaksuddalam Pasal15dilaksanakan

denganmelibatkanTFLD.

(2)DinasmerekrutTFLD sebagaipenggerakdanpendampingPenerimaBSPS

dalam melaksanakankegiatanBSPS.

(3)TFLDberjumlah1(satu)oranguntuksetiapKPB.

Pasal17

(1)TFLDsebagaimanadimaksuddalam Pasal16terdiriatas:

a. koordinator;dan

b. anggota.

(2)TFLDsebagaimanadimaksudpadaayat(1)harusmemenuhisyarat:

a.paling rendah berpendidikan Diploma-3 (D3), diutamakan teknik

sipil/arsitektur;

b.diutamakan berpengalaman paling singkat3 (tiga)tahun dibidang

konstruksibagiKoordinatorTFLD;

c.diutamakan berpengalaman paling singkat1 (satu)tahun dibidang

konstruksibagianggotaTFLD;

d.berdomisilidiDaerah;

e.bersediabekerjapenuhwaktu;dan

f. tidakterlibatdalam keanggotaanpartaipolitik.

(3)TFLD sebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditetapkandenganKeputusan

WaliKota.
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Pasal18

TFLD sebagaimanadimaksuddalam Pasal17ayat(1)diberikanhonorarium

sesuaidenganstandarhargasatuanbarang/jasaDaerah.

Pasal19

(1)Koordinator TFLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a

mempunyaitugas:

a. mengoordinasikandanmembinaanggotaTFLD;

b. mengendalikanpelaksanaanBSPS;

c. menghimpun,memverifikasidan menyampaikan laporan dariTFLD

kepadaDinasmelaluiPPK;

d. memfasilitasipengaduanmasyarakat;

e. menyusundanmenyampaikanlaporankegiatankepadaDinas.

(2)AnggotaTFLDsebagaimanadimaksuddalam Pasal17hurufbmempunyai

tugas:

a. melakukansosialisasi,penyuluhandanpembekalankepadamasyarakat;

b. berkoordinasidengan kelurahan untuk melakukan pendataan calon

PenerimaBSPS;

c. mendampingicalonPenerimaBSPSdalam penyusunandanpengajuan

proposalperencanaanpemanfaatanBSPS;

d. mendampingidan mengawasiPenerima BSPS dalam pelaksanaan

pemanfaatanBSPS;

e. mendampingi Penerima BSPS dalam penyusunan laporan

pertanggungjawaban;dan

f. menyusundanmenyampaikanlaporankegiatankepadaKoordinatorTFLD.

BagianKedua

Perencanaan

Paragraf1
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Umum

Pasal20

Tahapanperencanaansebagaimanadimaksuddalam Pasal15hurufameliputi

kegiatan:

a.sosialisasidan/ataupenyuluhan;

b.verifikasidanseleksicalonPenerimaBSPS;

c.kesepakatancalonPenerimaBSPS;dan

d.identifikasikebutuhandanpenyusunanproposal.

Paragraf2

Sosialisasidan/atauPenyuluhan

Pasal21

(1)Sosialisasidan/atau penyuluhan sebagaimanadimaksud dalam Pasal20

hurufadilaksanakanolehDinasdenganmelibatkanperangkatdaerahterkait,

kecamatandankelurahan.

(2)Masyarakatyang memenuhikriteria melakukan pendaftaran dikelurahan

masing-masing.

(3)Kelurahan melakukan pendataan calon Penerima BSPS untuk diusulkan

kepadaDinas.

(4)Usulansebagaimanadimaksudpadaayat(3)dilengkapidengan:

a.suratpermohonan;

b.dokumenpendukungpemenuhankriteriasebagaimanadimaksuddalam

Pasal14ayat(1);dan

c.proposalperencanaanpemanfaatanBSPS.

Paragraf3

VerifikasidanSeleksiCalonPenerimaBSPS

Pasal22

VerifikasidanseleksicalonPenerimaBSPSsebagaimanadimaksuddalam Pasal

20hurufbdilaksanakanolehDinasdankelurahan.

Pasal23

Dalam halterdapatcalonPenerimaBSPSyangtidakmemenuhikriteriamaka

calonPenerimaBSPSdapatdiganti.
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Paragraf4

KesepakatanCalonPenerimaBSPS

Pasal24

KesepakatancalonPenerimaBSPSsebagaimanadimaksuddalam Pasal20huruf

cdilakukanmelaluirembukwargauntuk:

a.menentukancalonPenerimaBSPS;dan

b.membentukKPBdanbersepakatuntuktanggungrentengdalam pelaksanaan

kegiatanBSPS.

Pasal25

(1)CalonPenerimaBSPSyangtelahlolosseleksiditetapkansebagaiPenerima

BSPS.

(2)PenerimaBSPS sebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditetapkandengan

KeputusanWaliKota.

Paragraf5

IdentifikasiKebutuhandanPenyusunanProposal

Pasal26

Identifikasikebutuhandanpenyusunanproposalsebagaimanadimaksuddalam

Pasal20hurufddilakukanmelaluirembukcalonPenerimaBSPS.

BagianKetiga

Pelaksanaan

Pasal27

Pelaksanaansebagaimanadimaksuddalam Pasal15hurufbmeliputi:

a.pencairandanpenyaluranBSPSbentukuang;dan

b.pengadaandanpenyerahanBSPSmaterialdanbarang.

Pasal28

(1)PencairandanpenyaluranBSPSbentukuangdilakukanmelaluiDinassesuai

denganketentuanperaturanperundang-undangan.

(2)PencairandanpenyaluranBSPSbentukuangsebagaimanadimaksudpada

ayat(1)dilakukanapabilapelaksanaankegiatanfisiktelahmencapai100%
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(seratuspersen)padasetiapKPB.

Pasal29

PengadaanBSPS bentukmaterialdanbarangsebagaimanadimaksuddalam

Pasal27 hurufb dilakukan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-

undangantentangpengadaanbarang/jasapemerintah.

Pasal30

PenyerahanBSPSbentukmaterialdanbarangsebagaimanadimaksuddalam

Pasal27hurufbdilengkapidenganberitaacara.

BagianKeempat

Pengawasan

Pasal31

Tahapanpengawasansebagaimanadimaksuddalam Pasal15hurufcmeliputi

kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksiyang dilakukan antarsesama

anggotaKPB.

BagianKelima

Pelaporan

Pasal32

(1)Penerima BSPS didampingiTFLD dalam menyusun dan menyampaikan

laporanpertanggungjawabanpemanfaatanBSPSkepadaPPK.

(2)TFLDmenyampaikanlaporankepadaPPKmelaluiKoordinatorTFLD.

(3)KoordinatorTFLDmenyampaikanlaporankepadaPPKditembuskankepada

KepalaDinas.

BABVI

SANKSI

Pasal33

(1)Penerima BSPS yang tidakmelaksanakan kegiatan BSPS sesuaidengan

rencanateknis,rencanaanggaranbiayadanwaktuyangtelahditetapkan

dikenakansanksiberupa:

a.penarikankembalimaterial;dan/atau
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b.mengembalikandalam bentukuang.

(2)Dalam halPenerimaBSPSmeninggalduniasehinggatidakmelaksanakan

kegiatanBSPSmakadapatdialihkankepadaahliwarisPenerimaBSPS.

(3)Mengembalikandalam bentukuangsebagaimanadimaksudpadaayat(1)

hurufbdilakukandengancaramenyetorkandanakekasDaerah.

BABVII

PEMBIAYAAN

Pasal34

PembiayaanBSPSbersumberdari:

a. APBD;dan

b. sumberdanalainnyayangsahsesuaidenganketentuanperaturanperundang

-undangan.

Pasal35

BSPSdilaksanakansesuaidengankemampuankeuanganDaerah.

BABVIII

PENGAWASANDANPENGENDALIAN

Pasal36

(1)DinasmelakukanpengawasandanpengendalianpelaksanaanBSPS.

(2)Pengawasansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukandengantujuan

mengamati,mengidentifikasiserta mengantisipasipermasalahan untuk

pencapaiansasarankegiatanBSPS.

(3)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin

kesesuaianantararencanadenganrealisasipelaksanaankegiatanBSPS.

BABIX

KETENTUANPENUTUP

Pasal37

PeraturanWaliKotainimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
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Peraturan WaliKota inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Bontang.

DitetapkandiBontang

padatanggal…

WALIKOTABONTANG,

NENIMOERNIAENI

DiundangkandiKotaBontang

padatanggal…

SEKRETARISDAERAHKOTABONTANG,

AJIERLYNAWATI

BERITADAERAHKOTABONTANGTAHUN…NOMOR…


